DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINS|I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIEAS!, INFORMATIKA, DAN STATIST1K
FROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMAST YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 20124

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINS| DAERAH KHUSUS |BUKOTA JAKARTA

Merimbang © a  babwa bordasarkan ketentuan Bassl 23 ayat (1) hural b
Fersluran Gubernur DK Jakarta Nomor 175 Tabhun 2016
tenitang  Layanan [mlormasi Publils, menetapkan
Jmenentukan suaty informasi publik dapat diakses publik
atau fidak bordasarkan pengajian tentang konsekuensi

b. bahwa berdasarkan hasil uji kensekuensi vang ditvangkan
dalam lembar Penguiian Konsekuensi Momior
JU59/HM, 10,02 Tahun 2023 tmmggal 29 Desember 2023,
Kepulusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, nformatika,
Dan Statistik Provinsi Dasrah Khusus [bukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Alas Keputisan
Kepala Dinas Dinas Komunikas|, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakariy tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah  Khusus
lbukota Jakarta perlu di ubaih

€. bahwa berdesarkan pertimbangan sehagsimana dimualsud
pada huruf & dun b perlu menetapkan Keputusan Kepaln
Dinas Komunikasi, Informatika, Dan  Statistik Terntang
Klasifikast Informasi vang Dikecunlikan Pemerintah Frovinsi
Dacrah Khusys [bukota Jakarta lahun 2(124:

b

Mengingat Undeng-Undang  Nomor 20 Tahun 2007 tertang

Femerintehan Provinsi Daernh Khusus Ihukots Juokarts

sebagal lbukota Nepars Kesatuan Republik  Indonesia

(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2007 Noemor

23, Tambahan Lembaran Nepars Repubilike Indonesia Nomor

KT 44):

2, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 (entang
Reterbukean Informasi Publik [Lembaran Negara Replhlik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarn
Republlk Indonesia Nomor 5587) sebapalmana telah




Menetapkan

KESATU

beberapa  kalj dittbah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 fentang Peonetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 2 Takhun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
B856);

4, Undang-Undang Nomor 30 Talun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lemburan Negare Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin. Nomor 5601) ‘sebagaimana telah beberapa  lali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomaor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Lentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tenting Cipta Kerja (Lembaran Negaras  Repubiik
Indonesla Tahun 2023 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneala Nomor 6856

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undeng Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publile (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5149;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesin Nomor 1
Tahun 2021 tenptang Stundar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indoresia Tahun 2021 Nomor 74 i)

7. Pernturan Doersh Nomer & Tahun 2016  tentung
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrib Provinsi
Daceah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Dacrali Provinsi
Davrah Khusus Tbhukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 2071,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibithota Jakarta Namor 2005) sebagaimunn telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Nomsor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerall Nomor 5 Tahun 2016
entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Prowinsi Dasrah Khusus Ibukets Jakarta Tahun 2019 Nomaor
201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khasus
Ibuleota Jakarts Nomor 2007);

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakaria Nomor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomaor
12117)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS 1IBUKOTA JAKARTA
TENTANG  KLASIFIKAS! INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

Menetaplkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pamerintaly
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta schapaimana lereantum
dalam Lempiran yang merupukan bagian tdak terpisabilen dari
Keputusan Kepala Dinas Komunikas|, Informatike, dan Statistik
ini.



KEDUA ¢ RKlasifikasi Inlormasi yang Dikecualikan sebagaimans dimaksud
dalsm Diktum KLSATU menjad] aeusn bagl setisp Perangkat
Duerah dan Unil Kerja Perangkal Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsl Dacrah Khusus Thukata Jakarta dialam
pengelolaan dan pelayvanan Informasi Pubilik

RETIGA ¢ Pada spat hn:pmusan hepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Ini mulal berlalku, Kepulusan Kepala Dinas Humumkam
Informatika, dan Statistik Nomer 32 Tahun 2029 tertang
Perubahan Atas Keputusan Kepals Dinas Dinhas Komun|kas,
Informatika, Dan Statistik Provinsi Dasrah Khusus Thukels
Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provins

Daergh Khusus Thukow Jakarta, dicabut dan dinyalolsn tidak
berlalku

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
ini mular berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januar 2024

Pli. KEPALA DINAS KOMUNIKASE INFORMATIKA DAN
STATISTIK FROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IHUKOTA JAKARTA

" BIGIT WIIATMOKO
NIP 1974083019931 1 1001

Tembusan;
1. Bekretans Dacrah Provins: DK] Jakarta

2. Para Kepala Perangkatl Daerah) Unit Kerja Perangkat Duerah Provins! DK
Jalerta




KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVING] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

i ——

DASAR HUKUM

Lampiran

Keputusan Eepala Dinas Komunikssi, Informatika,

Dan Statistik Provins: Daernh Khusus [bulkota Jakarts

1 Tahun 2024
30 Janunar 2024

MNimmor
Tanggal

EONSERUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI FENGECUALIAN JANGHKA WAHTU
INFORMASI DIBUKA | DITUTUP
Informasi Pribadi )
I Data Pribadi Masyarakat . Pasal 85 Undang-Undang &, Dapat menimbulkan Melindungi data dan | Terbuka apabila
pada Dokumen Administras) Nomor 23 Tahun 2006 penyalahginann data | informasi pribacdi mendapat
dan database sistem tentang Administrasi informas pribadi penduduk, perselijuan tertulis
infmrmast yang meliputi: NTK, Rependudukan; seseniang,; dan dati vang

Alamal, Sidik Jari, [rs Mats,

Tanda Tangan, Riwayat dan

Kondisi Anggots Keluarpga,
Riwayat Kesehatan (rekam
medis), Rekening Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas
rlan Rekomendeas
Kemampuan, Catatan vang
berkaitan dengsn pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformel,

. Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomar 14 Tahun

2008 tentang

Keaterbukasn Informasi

Pubhic; dan

. Undang-Undang Nomaor
19 Tahun 2016 tntang
Perubahean atas Undang-
Unctang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaks: Elektronik,

—

Dapal memmmbulkan
gugatan dart pemilik
data pribadi vang
bersangkutan,

bersanglutsn,

Fata Pribadi Pepawal dalam
dolumen administrasi dan
database sistem informas:

. ‘Pasal 85 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admimslras:

Melindungi darta:dan
informasi pribadi

DEEEWEL

Dapat memmbulkan
penyvalahgunaan data
mformasi pribadi

 Terbuka apabila
mendapart

perselujuan tertulis



DASAR HUKUM
NO INFORMASI PENGECUALIAN HONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBRLIK JANGHA WARTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
vang meliputi; NIK, Alamat, Hependiidulosn; seseorang; dan dari vang
Sidik Jari, Irnis Mata, Tanda b, Passal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbulkan lereangkutan,
Tangan, Riwayar dan Kondisi Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Anggota Keluargs, Riwayat 2008 tentang Keterbukaan data pribadi vang
| Kesehatan rekam medis, Inlormasi Publik; dan bersangkutan.
Relermine Bl Aach ' . Undang-Undang Nomor
Pﬂnd.apataﬁ HI;E.II t-"l"'liljk.ll:lti!i 19 Tahun 2016 tentang
Kapahilita .I tetelctinlt Perubghan atas Undang-
apERlas.s o 5 RS Urndang Nomaor 11 Tahun
dan Rekomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampnan, Catatan yang dai Transalksl Elsktronik.
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

3 | Data Pribadi Anggota Dircksi  |a. Pasal 85 Undang-Undang: |a. Dapat menimbulkan | Melindung data dan Terbuka apabita
dan Angpota Badan Nomor-23 Tehun 2006 penyaiahpunaan data | mformas: pribadi mendapsal
Pengawss, Dewan Komisaris tentang Administrasi informasl pribadi pEgawL, perseiujuan tertulis
BUMD/ Perusahasn Kependudtilean; sesgorang dan dari yang
Patungan dalam Dokumen b. Pasal 17 huruf h Undang- |b. Dapat menimbulkan bersanghkutan.
Adritoistreet Rerdatabne Undang Nomor 14 Tahun gugatan dmjl pemillk
sistom informasi yang 2008 tentang Keterbukaan data pribadi vang
Meliniti! NI Alamat Sidil Informasi Publik; dan bersangiutan.

e ’ ¢ Undang-Undang Nomor
Jar, [ris T'.-_"[Httl,, Tarda c 16 Tahun 2016 tentang
Tangan, Riwavat dan Kondigi Perutahan dtas Undang-
Angputa Keluarga, Riwayat Undang Nomaor 11 Tahun
Kesehatan (rekam medis), 2008 tentang lnformast
Rekening Bank, Aset, dan Transaksl Eleklromb.
Pendapatan, Hasil evaluasl

| Kapabilitas, Inlelekivalitas




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
| dan Reknmondasi
Kemampuan, Catatan yung
kerkaitan dengan pendidilan
[ormal maupun pendidikan
nanformal. ]
4 | Data Pribadi Anggota Dewan  |d. Pasal 85 Undang-Undang |e. Dapal menimbulkan Melindungi data dan Terbuka apabila
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi, mendapar
dalam Dokumen Administrasi | tentang Administrasi informasi pribaci persetujuan tertulis
dat diatabase sistem Kependudukan; seseorang, dan dari yang
informssi vang Meliputi: NIK, | Pasal 17 huraf h U::ndnng- d. Dapat m:n[{nhu]l.-:_a_n hersangkitsn,
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Undang Nomor 14 Tahun Eugatan r:lar'l pemilik
Tanda Tars, Riwisvat-dan 2008 tentang data pribadi vang
B, ’ Keterbukaan Informasi bersangkutan.
K-E:I-ﬂdiﬂ] ..FLH.EEI}tﬂ I{ﬂ.ELEﬂfEﬂq. quliki dﬂ“
Riwslrj,rat Hﬂseb:ata.n [reksm f, Undang-Undang Nomar
medis), Rekening Bank, Aset, | 1q Tghun 2016 tentung
l’anda]?atan, Hasil t:UHiL_:EisJ Perithuhan atas Undang-
Kapabilitas, Intelektialitas Undang Nomor 11 Tahun
dan Releomendasi 2008 tentang Informasi
Kemampuan, Catalan vang dan Transaksi Elektronik.
berkaitan derngan pendidikan
formal madpun pendidikan
nonformmal. ,
5 | Laperan Hasil Assesmen Pasal 17 hurufl b Undang-  la. Dapat membuks Melindungi data dan Terbuka apabila ada
Pegawal, Hasil Konseling Undang Nomor 14 Tahun informuas: pribadi informas pribacli perintah pengadilan/
2008 tentang Ketarbukaan seSCorang,; dan pegawai. lembaga

Pegawai, Hasil Feedback
Pegawal (hasil psikotes, hasil
tes CAT, formulir wawancara,

‘hasil tes simulasi, hasil

Informasi Publik.

b. Dapal memmbulkan

penyalahgunaan data
informasi pribadi

pemerintahan secard
tertulis.




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUEBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
|- B INFORMABEI DIBUEKA DITUTUP
B -H-.R_B_EI;JF meeting, laparan SESENIBNE.
singkal assesment, laporan
lenghap assessment, laporan
kenseling, laporan feedback). |
6 | Nama Pongguna Kendaraan Pasal 17 hurufl c Undang- Dapat membahayakan | Metindungi keamanan Terbuka apabila ada
pada Daftar Kendaraan Dinas | Undang Nomor 14 Tahun keamanan Pejabat Penjabat Pemerintaban, | perintah pengadilan
Operasional, 2008 tentang Keterbukaan | Pomerintahan. lembaga
Informasi Publik. pemerntahan stcara
B | _ _ tertulis.
T | Surat Ketérangan d. Pasal 17 huruf K Undang- | Dapat menimbulkai Melintungi data dear Terbuka apabila
Pemberhentian Penghasilan Undang Nomor 14 Tahun | penyalahgunaan data informasl pribadi. mendapat
[SKFPP), 2008 tentang mformasi pribadi persciujuan tertulis
Keterbukaan Informast segearang. dari yang
?u‘t_:']"'k; _Eiﬂ'ﬂ . bersanmgkutan.
¢. Pasal 17 huruf 1 Undang-
Undang Nomer 14 Tahun
2008 lentang
Keterbukaan Informeasi
Publik. ; — -
& | Dokumen Hasil Tes a, Pasal 17 urul h Undang- (e, Dapat membuka a. Melindungi data dan | Terbuka apabila

Peminotan dan Motives
dalam rangla proses: usulan
pengangkatan dalam Jdabaman
Fungsional.

Undang Nemer 14 Tahun
2008 tentang
Keterbuksan Informasi
Publik;

b, Undang-Undang Nomor S
Tahun 2014 tentang
Aparatar Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020

informasi pribadi
sescorang; dun

d. Dapal mengungkap
hasil evaluas: )/ seleksd
lerkeait dengian
kapahilitas,
intelekialitas, dan
rekomendasi
kemampuan

informasi pribacdi
pegawal; dan

b. Mengamankati proscs
PenyUusuUnan
kebijakan dalam
ranglkea porses usulan
pengangkatan dalam
jabatan Fangsional.

mendapal
persenijuan reriulis

dan yang

| bersangkutan.




DASAR HUKUM

NO INFO ; PENGECUALIAN HUNEEHUE’IE” PERTIIMBHHEAH BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP

tentang Perubalian atas sesenrang delam 5
Peraturan Pemerintah rangka proses usulan
Nemar 11 Tahun 2017 pengangkatan dalam
tentang Manajemen Jabatan Fungsional.
Pegawnl Negerl Sipil; dan

¢l. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatar
Megara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13
Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penctapan,
dan Pembimaan Jabatan
Fungsional Pegawsal

B Negen Sipil
4 | Nilai hagil ujian Pevesuaian a; Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi data dan Terbuka apabila
Lazah /Peningkatan Undang Momeor 14 Tahun informasi pribadi informast pribadi mindapat
Pendidikan dan Ujian Dinas. 2008 tentang sesearang, dan pegawil; dan perserijuan teriulis

Keterbukasn Informasi - Dapat mengungkap b. Mengamankan proses | 4.4 vang
Publik; hasi] evaluasi/seleksi peryusunan bersangkutan,

b. Undang-Undane Nomaor & terkaitl dengan kebijakan.
Tahun 20149 teritang kapahilitas,
Aparatur-Sipil Negara, intelekrualitas; dan
dan _ rekomendasi

¢. Peraturan Pemerintzh kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 seseOrang.

tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Namer 11 Talnin 2007
tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil,




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMAS] PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA MTUTUP

10 | Dokumen pelaksansan Uji & Pasal 17 huruf h Undang- | a Dapat mempengaruhi | 2. Menjaga objektifitas a. Terbuka Sampai

J{umpetgnﬂ!i ur]'[uk eaelon E'r Uﬂdﬂ.ﬂg Momaor 14 TEhLI.I'l k‘E‘-PLIluSEﬂ ¥HaNg pengamhilan Surat }{ﬁp_UT.Uﬂ-EIIL

terdiri dari;

1]

Surat undangan tim
panitia seleksi;

2} Berita Acare tun panitis

3]

4

5}

6

| 7]

selels) beserta
Inmpirannyva;

Mota dines laporan hasi
uji kompetens) [fobfit]
Jabatan Funpinan Tinggl
Fratame; _

Surat usulan/laporan ke
Komisi Aparatur Sipil
MNegara oleh Gubemur;
Sural rekomendas: dart
Komist Aparatur Sipil
Negara kopada Gubernur;
Lraft 3K Pengangkatan,
Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam
Jahatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

Undangan Pelantikan.

L)

2008 lentang
Keterbubann Inlormeasi
Publik,

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 lerlang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nepmor 17 Talmn 2020
tentang Peribahean atas’
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tehun 2017
tentang Manajemen

FPegawai Negeri Sipil,

dinmbil cleh
pimpinan/ pejabat
terkait;

b. Dapat mengungkap

hasil evaluasfseleks
terkait dengan
kapebilitas,
intelektualitas, dan
rekomendasi
kemampuan
seseorang, dan

c. [Dapat membka

informasi pribad]
SESROTATIE.

hepuitusan oleh
mmpinan/ pajabat
terkait:

b, Melindungi data dan
mformas pribadi
pepawnl) den

¢, Mengamanksan proscs
penyLsUnaEn
kebijakan,

Santikan
ditetaplkan; dan
b. Terbuka apabila
mendapat
pErsetujuan
rermalis dar) yang
bersanglaitan.




NO

INFORMASI

DASAR HUEKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEA

DITUTUP

JANGHEA WAKTU

11

Dokumen Mutas! Fegawai

dar Luar Pemerintah Provinsi

K] Jdakarta ke Pemerintah

Provinsi DK Jakarta, rerdin

chary

1] Surat usulan mutasy
beserta lamprannvs;

2 Hasil Nilai Tes Psikologi
dan wawangara; _

3) Hasil Nilai Tes Substantil;

4) Berita Acara rapat
penentian hasil mutast;

3] Surat usulan mutast ke

BEN dan Kemendagn
boserta lampirannya;
6] Draft repcans pencmpatan
pogawal hasil mutasi; dan
7] Draft SK Mutas) pegawal.

a. Pasal 17 huruf h Undang-
Lndang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Inflormasi
Puhblik;

b. Undang-Undang Nomar 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara)
dan

¢. Pemturan Pemerintah

Namor 17 Tahun 2020
tenitang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Mornor 11 Tahun 2017
tentang Mansjemen
Fegawal Negerl Sipil.

Dokumen Perpindshan
Pegawai antar Peranghat
Dacrah di ingkungan
Pemerintall Provirsi DKI
Jaleartin karena kepentingan
dinas, terdirl dari:

1) dekumien usutan dan
date-daia pendubung
mutasi; dan

2} dralt SK perpindaban

a. Pasal 17 huruf h Unﬂang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informas)
Pubilik;

k. Undang-Undang Nomor 3
Tehun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020

a. Papat membuka
informasi pribadi
SESE0rENY;

b. dapat mengungkap
hasil-hasil evaluasi
sehubunpan dengan
kapabilitas,
intelektualitas, dan
rokomendasi
kemampizan
sescorang; dan

c. Dapat menimbulkan
penvialaheumasn daia
pribadi seséorang.

g, Melhndung data dan
informasi pribadi
pegaval;

b, Mengamankan proscs
PENYUSUnET
leebijakan.

Terbuka apabila
mendapat
persemjuan tertulbs
dar vang
Dersangkulan.

g. Dapar membtika
mnformasi pribadi
SEREOTANE;

b. dapat mengungkap
hasil-hasil cvaluasi
sehubungan dengan
kﬂpﬂbﬂilﬂﬁ,
intelektualitas, dan
relkomendasi
KEmAampuan
seseorang; dan

a. Melindungi data dan

informas] pribadi
pegawai;

b. Mengamankan proses

PETIVUISUTIAN
lr:ehija]{aﬁ,

Terbuka apabila
mendapat
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA DITUTUP

JANGEA WAKTU

NO INFORMASI PENGECUALIAN
INFORMASI
pEgawsEl, entang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil

c. Dapat memmbulkan
penyatahgunaan data
pribadi sescorang,

13

| Bokumen Usulan Verifikass

dan Validonsi Jabatan

Pelaksana, terdiri dor :

1) Surat Usulan beserta
lamplrannya;

2) Berita Acara Hasil Verval,
dan

3) SK Penempeatan dalam
Jabutan Peluksana (SK

Kepala Perangkat Daerah),

14

Dokumen Usulan Evaluasi

Kinerja Pegawal Tldak Tetap

terchinl dari -

1} Surat Evaluas| Kinerja
beserta lampirannva; dan

2] Draft SK Perpanjangar
Hinerju Pegawal Tidak
Tetap.

Pasal 17 hurul b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun

&, Dapat membuka

a. Melindungl data duan

informasi pribadi mformasi pribadi

’I‘c_rhukﬂ apahbila
mendapat

EUU‘B l‘EnLBIlR, SERcOrATR] FI-EE,EI'WEi: pcmtuj‘uﬂ_n L“LLL”‘E
Keterbukaan Informasi b. dapat mengunglcap b: Mengamankan proses | dari yang
Publik; hasil-hasil evaluasi pEnyUSLNan bersangkular,
Undang-Undang Nomor 5 schubungan dengan kebijakan, -
Tahun 2014 tentang kapahilitas, _
Aparatur Sipill Negara; inteloktualitas, dan
dan relkomendasi

. Peraturan Pemerintil kemampuai
Nomor 17 Tahun 2020 seseorang; dan
tentang Perubshan-aas | ¢ Dapat menimbulkan
Peraturan Pemenniahl penyvalahesunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang,
lenlang Mangiemen
Pegawai Negerl Sipil. .
Pazal 17 huruf b Undang- | & Dapat membuka d. Melindungi data dan | Terbuka apabila
Undang Namor 14 Talun informasl pribadi informasé pritadi meridapsat
2008 tentang BCSCOTENE pegawal; persetujusn tertulis
Keterbukaan Informasi b. dapat mengungkap b. Mengamankan proses | dsri yamg
Publik; hasll-hasil evaluasi penvusunan borsanekitr.
Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan kebijakan.
Tahun 2014 fentang kapahilitas,
Aparatur Sipil Negara; intelektualitas, dan
dan relkomendasi |




DASAR HUEKUM

HONEEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMAS] PENGECUALIAN o JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
¢. Peraturan Pemenintah kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 segearang; dan
terilang Perubiahyn dias | o Dapat menimbulksan
Peraturan Pemerintah penyalshgunasn data
Nomor 11 Taghun 2017 pribadi sessorang.
tentang Manajemen
I Pegawad Negeri Sipil.
15 | Dokumen Usulan Formas: a, Pasal 17 huruf h Undang- | Dapat membuka | Mengamankan proses Terbuka spabila ada

| Keburuhan Aparatur Sipil

Negara | Pegawal Negeri Sipil
dan’ Pegawail Pemerintah

dengan Perjanjian Kera |

vang meliputi :

1) Surat Usulan Formasi
buserta lampirannya)

2} Surat Penctapari Formasi
dan Kemenpan; dan

3} Draft 8K Panetapan
Forma#i.

LT

Ungang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Kelerbukaan Informast
Pubhils,

Undang-Undang Nomaor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
clan

Peraturan Pemerintah
Normar 17 Talun 2020
t=ntang Perubahan atas
Feraturan Pemeriniah
Nomaor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawpi Negerr S1pil

mformusi penetapan
kobutuhan formeasi yang
ditetapkan oleh
Kemenlerian
Pendavagpunaan Aparalur
Megara dan Relormasi
Birolkrasi.

kebijakan pengadsan
Calon Aparatur Sipil
Newsra,

perintah pengadilan
lembaga
pemerintahan secara
tertulia,

16

Dokumen data pribed: Calon
Aparatur Bipil Negara, terdiri
dars ¢

Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang

= Dapat membuka data
J informast pribadi
sesearang; dan

Melindungi dara dan
infermasi prbadi.

B 30 (tiga pulah]
tahun;
b Terbuka apahbila

2} Berkas Pelamar Calon b, $E5nﬁ_gfqdfngl:;mm 5 pribadi sesccrang. flembaga
Aparatur Sipil Negara, = . pemerimtzhan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMAS! PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara; secara tertulis; dan
dan ¢. Terbuka apabila
c. Peraturan Femerintah mendapai

Nomar 17 Tahun 2020 persetujusn
tentang Perubahan atas tertulis dan vang
Peraturan Pemerintah bersanglkutan,
MNomar 11 Tehun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, - S

17 | Dokumen Penetzpan dan i, Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka data | a, Melindungi data dan a&. 30 (tiga puluhj

ponganglatan sebaga Calon
Aparatur Sipil Negars dan
Penetapan pengangkatan
Calon Pegawa: Negerl Sigl

 menjadi Pegawal Negeri Sipil,

rerdiri dan |

1] Usulan penewaponn Nomor
Induk Pegawai / Nomor
Induk Pegonwzi Pemerintah
dengan Perpanjinn Kerja;

2] Perjanjian Kerja Pegawal
Pemerintah dengan
Perianjian Kerja ;

3} Penetapan pengangkatan
sebagai Calon Pegawai
MNegeri Sipil menjadi
Pepawea Negert Sipil | den

4] Keputusan penganghaten
sebagal Calon Pegawal

| =

Uncang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatar Sipil Negara;
dan

Feraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintal
MNomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemsn
Pepawai Negeri Sipil.

{informass pribadi
SESCOIAan,

- Dapar menimbulkan

penyvalahpunaan data
pribadi seseorang,
dan

. Dapat menumbulkan

penvalahpunaan
Surat Keputusan
[penetapan) yang
melangear peraturan

perundang-undangsn.

b.

informasi pribadi; dan
Menghincari adanya
aknum vang akan
menvalahgunakan
Surat Kepufusan
[penatapani.

tahn;

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan
{lembaga
pemerintalian
secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEHUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PEHEE_EH&LI&H JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEA MTUTUP
Negen Sipll menjad:
Pegawar Neger Sipil.
18 | Dokumen usulan Pencrbilan | . Pasal 17 huruf h Undang- | a, Dapat membuka data | Melindungi data dan . 30 [liga puluh)
Kartu Pegawai/ Kartu Istnf Undang Nomor 14 Tahun S informasi pribadi infnrmasi pribardi. tahumn;

Kartu Suami beserta
lamplrannya.

2008 tentang
Ketertulaan Informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomaor 3
Tabun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

c. Peraturan Pemerintah
Nomoer 17 Tahun 2020
ltentang Perubahan alas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pepgawal Negperl Sipil.

SESCOrang,

b. Dapat menimbulkan
penyvialabpunaan data
pribadi scscorang.

. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan
Jlembaga
pemerintahan
secara tertuhs; dan

. Terbuka apahila

mendapat
persefujuan
tertulis dari vang
bersanghkiyian.

19

Dokumen [zin Perceraian
Aparatur Sipil Negara, terdiri

dian -

1} Surat Usulan atau
Pengantar dari Perangleat
Daerah;

2] Surat Panggilan;

3) Surat Perintah
Melakukan Pemernlsasan;

4y  Berita Acarn
Pemeriksaan;

a. Pasal 17 hurul = Undang-
Undang Nomer |4 Tahun
2008 tentang
Koterbulaan Informasi
Publik;

. Undang-Uindang Nomer 5
Tahun 2014 tentang
Aparator Sipil Negarea;
tlan

¢. Peraturan Pemnerintaly

Nomor L7 Tehun 2020
tentang Perubahan alds

a. Dapat menghambat
proses penegakan
hulkum; dan

b. Dapat mengungkap
rahasia pribadi
SeRenrang.

a. Melindungi proses

penepakan
hukum,dan

b, Melindurgl data dan
informasi pribadi,

. Terbuka apalilla

ada perintah
[lembags _
pemerintahan
secarn tertulis; dan

. Terbuka apahila

mendapat
Persstujuan
tertulis dari yang
bersangkutan




NO

INFORMASE

DASAR HURKUM
PENGECUALIAN
INFORMAS]

HKONSEKUENS!/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUHA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

i

Surat Laporan Hasil

Pemeriksaan;

6] Bural Keterangan dari
BP4 atau Relaas;

7] Surat Keterangan PM 1
dari Kelurahan atau
Surat Gugatan ke
Mergadilan Agama;

8] Surat Permichonan eeral
vhs ke Kepala Perangkat
Daerah;

9] Bukli Pembinaan oleh
Peranghiil Daerah
kopada Peguwai Negerd
Sipil;

10} Salinan Aktn Niksh,

11} Salinan Sk Pangkat
Terakhir,

12] Keputusan Permohonan
lzin Perceraian;

13] Penwvampaian Keputusan
Permohonan Izin
Percerdian;

14} Berita Acira Serah
Terima Keputusan
Fermnhonan Izin
Purceraian;

15} Pengantar Larl

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
lentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
2 Peranglkat Daerah vbs
telah cerai)
16) Akta Cerai dari
Penpadilan Agams;
I7) Berita Acara Serah
Terima Ke Pusdatin vbs
telabh ceral o _
20 | Dokumen Penanganan B, Pasal 17 hurul h Undang- |a Dapat membuka Melindung data dan Terbulka apabiia ada
Pelanpgaran Kode Etik dan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informas pribadi perintal pengadilan
Kode Periluku, terdiri dari - 2008 teniang SESenrang; Gan PUEaWaAL /lembags

I} Laporan Pengaduan;

2) Inlormasi pelapor
pengaduan;

3} Informasi terlapor
pengaduan;

4) Bukti pengadumn,

5) Undangan Panggilan
pemeriksaan, permintaan
kelerangan, dan
penyampaian
rekomendasi;

3] Surat tindak lanjut
pengaduan;

7] Berita Acara
Pemeriksaan;

8) Kepulusan Pejabat yvang
bersangkutan tentang

Penjallihan Sanksi Moral,

Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 5
Tahunm 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Nornor 17 Tahun 2030
tentang Perubeahan atas
Peraturan Pemerintal
Nompor 11 Tahun 2017
tentang Maridiemen
Pegawai Negerl Sipil.

b. Dapat menimbullkan
penyalahoungan dats
pribadi sesearang.

pemerintahan secara
tartulis.




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN ST | JANGKA WARTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
dan
9) Berita Acara Penyerahan
Repulusan.

21 | Dokumen Pengaduan a; Pazal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka Melindung data dan . Terbuka apabila
Indisipliner Pegawai, terdiri Undang Nomor 14 Tahun informast pribadi informasi pribadi acta perintah
dari: 2008 twntang scsvorang; dan pegawal. pengadilan
1) Pengaduan indisipliner Keterbukaun Informasi b. Dapal menimbulkan /lembags

el Pubilik, _ pe_n;_,raj_a}__:_gunﬂan cdata pemerintakan
2) Surat Panggilan/ Surat b, g;f:ziiglnfﬁ Nomar 5 pribadi seseorang. secara tertulis; dan
Klarifilcasi; Aparatur Sipil N;;%&_ . Terbuka apahila
3} Tindak lanjut pengaduan dar ! mendapal
indisipliner pegawal; o Pardbaran Pamertntah persetiuen
3] Jawaban pengaduan Narmor 17 Talun 2020 tertulis diri yang
indisipliner pegawai; tenlang Perubahan atas bersanghkutar.
5] Berita Acara Klarifikesi/ Peraturan Pemerintah
Pemeriksaun Pengaduan Nomor 11 Tahun 2017
Poegawai; tenting Manajemen
B) Laporan Hasil Pepawai Neger: Sipil
Klarifikasi/Pomeriksaan
Pegawai;
7} Informmasl Pengadu;
8] Informasi tevadu/
pegawal, dan
9} Surat Panggifan/ Surat

22 | Dokumen Pemberhentian a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat mombuka Melindungi data dan Terbuka apabila

Sementara dan Pengaktifan Undarig Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
2008 tentang seseorang; dan pEEaWaAL persclujuan leriulis

Kembali 'chsi.i;vai. terdiri dari;

om e o n— i




DASAR HUKUM

KONSEKUENEI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMAS] PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
1) Usulan pemberhentian Keterbukaan Informas: b. Dapat mermimbullzan dari yang
sementara pegawai; Fublik; penyalahgunaan data bersangkutan.
2} 8K Pemberhentian b U:_jdung—Undang Nomor 3 pribadi seseorang,
Sementara Pegawai; Tahun 2014 tentung
3) SK Pengaktifan Kembali jparﬂ!uf Sipil Negara;
Pegawsi Vang s -
diberhentikan sementara; | C ©oraturan Pemerintah
4] Usulan pengaktifan MNomer 17 Tahun 2020
e I:ra]ip : tentang Perubahan atas
Fm_ peEiwm yang ] Peraturan Pemerintah
|:!1h-|31.hcnuicau sEmentarg; Nemor 11 Tahun 3017
ol tentang Manajemen
h) Berita Acara Penyerahan Pegawai Negeri 8ipil.
K puatursan.
23 | Data Klaim BRJS Cascmix. Pesal 17 huruf b den | . Dapat membuks Melindungl data dan Terbuika apabils
Undang-Undang Nomaor 14 informasi pribaci miarmasi pribadi mendapat
Tahun 2008 tentang seseorang; dan pegawnl. persetujuan tertulis
Reterbukaan Informasi . Dapat menimbullkan it e
Rk penyalahgunsan dats bersangkutin.
pribady sescorang,
24 | Root Cause Analysis (Laporan | a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) . Dapat membuka Melindung data dan Terbuka apalila
Analisls akar masalah Undang - Undang Nomor informasi pribadl Informasl pribadi mendupal

Insiden keselamatan pasien],

2% Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran;

b, Pasal 17 huruf b dan i
Undang - Undangsn no
14 tahun 2008 tentang.
Keterbukasn Informas
Publik; dan

. Pasal 44 ayat (1] Undang

i

sesporang; dan

. Dapat menimbulikan

penvalahpunaan data
pribadi sescorang,

pegawal.

persetujuan tertulis

dar yang
bersangkutmn.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMEANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTU

DIBUKA

DITUTUP

— Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit.

Berita Acara Hasil Klinik
Konsultansi Pendampingan
Tugas Peranghkat Dacrah.

Magal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 15 Tahim
2008 tentang Keterbukaan
Informeas Publik.

a. Dapat menmbulkan
penyaluhpunasn data
informas: pribacli
sesporang, dan

b. Dapat menimbullkan
Eugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersangkutan.

Mehndungi data dan
informasi pribad)
pegawdl,

Terbuka apakla
mendapal
persetujuan tertulis
| dart yang
bersangkutan.

Data Laparan Kasus
Tuntutan Pembendabaraan
dan Tuntutan Ganti Ruge,

Pasal 17 hunif a, h dan i
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Koterbulsaan Inlormast
Publik.

a. Dapal mengeangm

proges penegakan
hudeum; dan

b, Dapat menimbulkan
penyvalahgunaan data
informasi pribad)
SESCOTANE.

4. Melindungi proses
penegakan
hukum;dan

b. Meélindungi data dan
informasi pribadi.

a, Terbuksa apahila
ada perirtab
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
gsecara tertulis; dan

b, Tertuika apabila
mendapat
persetujuan
tertuldis dan vang
berzanghutan.

27

laokas) Humah Aman (Rumah
Perhindungan korban
Perdagangan Manusiaj.

A Pasal 17 huruf adan b
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 (entang
Keterbukaan Informasl
Publik; dan

b. Pasal 3 Peraturan
Lembaga Perlindungan

a. Menghambal proses
penyelidikan dan
penyidikan suatu
tindakan pidana;

b. Dapat mengeanggu
proscs pencgalan
hukum: dan

a. Melindungi proses
penegikan
hukum;dan

b, Melindung data dan
Informast pribadi.

Sampa) dengan
poanya putusan atas
penyvidikan vang
dilakeulean.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

Saksi dan Korban
Eepublik Indonesia
Nomior 3 Tahun 2011

¢ Dapat memmbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi

tentang Standar dan sesgorang,
Pengelolaan Rumah Aman
Lembaga Perlindungan
Saksl dan Korban
Informasi Industri dan Perdagangan
28 | Data Indusiri dan Data Pazal 35 Perda 4 Talhun | Dapat merugikan Melindungi kawasan | Terbulka apabila ada
Kawasan Industri. 2018 tontang Perindusirism. | Kepenlingsm perusabiaan. | erilonal den persaingsn | perubabsn dasar
tdak sechal hukum &tau atad
terbuks apabila
mendapat perintah
tertulis dari
pengadilan/ lembaga
pemerintahan. '
29 | Data laporan hasil penpujian | Pasal 17 hurul'b Undang- &, Dapat menimbulkan Melindungi laporan hasil | Terbuka apabila
prodik Bahan dan Barang. | Undang Nomor 14 Tahun putensi pengujian milik mendapal
Tekmik, Produl Kerajinan 2008 trntang Kelerbuksan penyelahgunaan oleh | perusahasn/ pelanggan. | persetujuan dari yang
dan ‘Tekstil, dan produk Informasi Publik pihak-pihaic yang | bersangkutan.

Metralogl.

20

Data penilaian hasil kurasi
terkanl praduk Usaha Mikro,
kect dan Menengah.

tidalk berwenang; dan
b, Dapat menimbulkan

persaingEn usaha

yvang tidak schat.

. r— S

. F'asa! 'ng"i*iuruf"EUndang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

a, Dapat menimbulkan
persaingan usaha
vang tidak sehat; dan

. Dapat mengeanggu

| Mengamankan hak atas

kekayaan intelektual dan
menghindan persaingan

Terbuka apabila ade
perintah pengadilan/
termbaga

pemerintahan secara




DASAR HUKUM

NO INFORMASI PENGECUALIAN _ I{DHBEI{UEN?H PERTIMMM A BV i JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informas: Publik. kepentinpgan usaha tidak sehat, tertudis.
perhindungan hak
atas kekayaan
intelelitual
31 |Laporan has=il rapat tahunan | Pasal 17 hurafi Undang- Dapat mermimbulian Melindungt dokumen #. Terbuks apabila
anpgpots Koperasi. Undang Nomor 14 Tahun potenst penvalahpunasn | yang bersifat rahasia, pda permreah
2008 tontang Keterbukann datn oleh pihak-pihak pengadilan/
Informasi Publik. vAang pdak berwenang femboga
pemeriritahan
secara =riulis; dan
b, Terbuka apabils
mendapal
persetujunn dar
puscria
rapal/angpota
koperasi j;rang
hadir secara
tertulis:
32 | Laporan Keusnegsn Koperasi. | Pasgl 17 huraf b Undang- n. Dapat menimbulken | Mengamankan Hak atas |5 Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Taliun persaingan usaha k=kavaan intelelktual dan ada perintah
2008 tentang Keterbukaan vang tidak sdhat, dan | menghindar persaingan pengadilan /
Informasi Publik. b. Dapat mengoangga usaha tidak sehat lembaga

kepentingan
perhindungan hak
atas kekavaan
ntelektial.

b

pemerintahan
secara tertulis, dan
Terbiuka pada sast
Rapal Anpegatla
Tahunan




DASAR HUKUM

NO PO PENGECT | KHONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGEA WARST
INFORMASI DIEUEA DITUTUP
33 | Berita Acara Pemasangan Paszal 17 huruf b Undang- Dapal menggangsE Melindungl data dan  [a S Tahun; dan
dan Pembuka Garis Undang Nomar 14 Tahun kepentingan informasi kegiataan b. Terbuka apabila

Pengamanan Barang,

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Informasi Ketenagakerjaan

perlindungsn  hak atas
kekayaan intolektusl dan
memicu persaingan
usaha tidak sehat.

badan usaha.

ada perintah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
secarn tertulis.

Sampal dengan
adanya putusan
pengadilan.

34 | Kasus kelenagakerjaan vang | Pasal 17 huruf a Undang- o Melanggar asas &, Melindungi data
masih dalam proses, Undang Nomor 14 Tahun praduga tak bersalah; pribadi pihak vang
2008 tentang Keterbukaan | clars h'ﬁ'-"iﬂ‘*"kamg; dan
Informasi Publik. b, Mengeanggu proses b. Melindungi alat bukti
hukum. pada kasus hulum.
3% | Nota Pemonksaan yang Pasal 17 hurul b Undang- Dapatl menggangpgn Melindung: data yang
berhubungan dengan Pasal Undang Nomer 14 Tahun perlindungan usaha dar | bersifat mhasis bag
64, Pasal 65, dan Pasal 66 2008 tentang Keterbukasan persaingan yang tidalk perusahaan:
Undang-Undang Nomor 13 Informasi Publik. sehat,
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
36 | Materi Peraelisihan a. Pasal 17 huruf a Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi identlias
Hubungan Industrial. Undang Nomor 14 Tahun | potensi penvalahgunaan | informan dan pelapor

2008 tentang Keterbuliaan
Informas: Publik; dan

imformasi nleh pihal-
pihak vang tidak

pada pilliak-pihak yvang

2. Sampai dengan
dilzksanakannya
ketentuan yang
ade di nota
tersebut; dan

k. Terbuka apahils
ada perintah)/ izn
tertulis dari
Icmbaga
pengadilon/

__pemerintah,

Sampal derigan
selesainya kasus.




NO

INFORMASI

DABAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

b Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang
Penyelezman Perselisihan
Hubungan Industnall

borwenang,

sedang berselisih.

Informasi Persuratan dan Memorandum Internal

e e ———

=7

Dokumon poloksansan
Baperjab, terdin dan:

1] Usulan dan lampiran
SKPL);

2] Surat undangan Baperjab;

3) Berita Aczra Baparial;

4} Nota dinas hasii laporan
Baperjab;

3] Nota dinas permwhonan
melantik;

&) Draft 3K Pengangkatan,
Pemimndahan,
Pemberhentian dalam
Jabalan Administrasi;

7} Undangan Pelantikan; din

8) Drill SK Pemberhentian
pejabat Strukiural karena
mengundurkan dir.

a, Pasal 17 huruf h dan i
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 rentang
Keterbukaan Informasi
Publik:

b, Undang-Undang Nomer 5
Tahun 2014 entang
Aparatur Sipil Negara;

g, PP Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Poraluran Pemerintiah
Nomor 11 Tahun 20107
tentang Mangjemen
Pegawal Negeri Sipil] dan

d/ Peraturan Gubernur
Nomer 40 Tahun 2017
tentang Badan
Pertimbhangan Jabatan
dan Kepangkatan,

Dapat mempengarahi
keputusan yvang diambil
oleh punpinan pejabar
torkait.

Menjaga objektifitas
pengambilan keputusan
oleh pimpinan/ pejabar

| terkait,

Sampal Sumt
Keputusan Pelantikan
ditetapkan.

3d

Dokumen pelaksanaan
Seleksi Terbuka, terdiri dari:

1] Berita Acara Tirn Panitia
Seleksi Terbuka beserta
lampirannva;

a. Pasal 17 hural b dan |
Undang-Uridang Nomor
14 Tahiin 2008 teatang
Reterbukaan Informasi
Publik;

a. Dapat membuka
informas! pribadi
sesearang; dan

b, Dapat mengungkap
hasil evaluasi/ seleksi

a. Menjaga ohjektifitas
pongambilan
keputusan; dan

b. Melindung! proses
pPenyLstnan

Terbuka apabila
mendapat
persetujuan tertulis
dart vang
bersangkutan




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
FENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHEA WAKTU

2] Nilai hasil selelesi althir]

3) Nilai hasil assessment;

4} Nilar hasl wawancars;

)  Nilai hasil penulisan
makalah;

6] Nilai rekam jejak,

71 Hasil tes kasehatan dan
Narkaba,

8] Surat usulan) laporan ke
KASN oleh Gubernur;

9  Surat rekomendasi KASN
uniuk Gubernur;

10} Nota dinas laporan hasil
seleksi;

11) Draft SK Pengangkatan,
Femindahan,
Pemberhentian dajam
Jabatan Pimpinan Tinget
(Madya/Pratama);

12) Sural peulan penelapan
JPT Madvya 3 [tiga) besar
dari Gubernur kepada
Presiden| dan

13} Undangan Pelantikan:

L. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatar Sipil Negara; dan

¢, PP Nomor 17 Tabun 2020

tentang Perubahan ates
Pergturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawni Negen Sipil,

terkait dergan
kapabihitas,
intelektualitas, dan
rekomendasi
kemampuan
SESENTANZ,

Praft Surat Relkomendes: lzm
Prinsip Tempat [badah.

Pasal 17 hurul h dan i
Undung-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbuliaan Informasi
Pablik.

Dapal mempengarihi
keputusan yang diambil
oleh pimpinan, pejabal
terkat.

“kebijakan.

{berdasarian Pasal 18
Avat (2] hurafa
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbultaan
Inlormesi Publilg,

menjaga-ﬂﬁjfrktfﬁtas
pengambilan keputusan
oleh pimpinan/ pejabat
terkait

m: Sampai surat
rekomendast
tersebut
ditandatangani dan
ditetapkan; dan

L. Terbuka apabild




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHA WAKTU

mendapat
persctujuan
tertulis dan
pemohon
rekomendasi.

40

Draft Sural Rekomendasi

hibah.

' Pasal 17 huruf b dan i
Undang-Undang Nomor 14
Tabun 2008 tentang
Keterbukaan Informas:
Publilc

Dapat mempengariihi
keputusan yang diambil
plech pimpinan pejabat
terk=il.

11

42

Lembar Disposisl vang
menurul silal suralnys
rahngiia.

Pasal 17 hurafl | Undang-
Indang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbulkaan
Informasi Publik.

Dapat mengrangeu
proses pengambilan
keputusan terkait
kebijalean publik.

Menjaga okjektifitas
pengambilan keputusan
cleh pimpinan; pejabal
terkait.

a. Sampa sural
reliomendasi
teraebut
ditandatangani dan
ditetaphan; dan

b, Terbuks spabls
mendapzat
perselujuan
tertulis dani
pemohon
rekomendasi.

| Menjaga objektivieas

proses pengambilan
keputusan terkait
kebijakan publlc.

Terbuka apabila ada
perintah pengadilan/
lembaga
pemermtahan sscara
Lertulis.

Naskah dinas vang menumut
sifatnva rahasia.

Pazal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Pablile

Dapal mengganggu
proses pengambilan
keputusan terkait
kebhakan publik,

Menjaga objeltivitas
pruses penpambilan
keputusan terkait
kebiiakan publik.

Terbuksa apabila ada
perintah pengadilan)/
lembaga
pemerimtahan secarn
tertulis,




NO

INFORMASI

43

Beriia Acara Pesmbahasan
RAFBID,

DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

Undang Nomar 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

proses pengambilan
keputusan terkait
kebijakan publik.

proses pengmmiian
keputasan terkait
kebiiakan publik.

FPENGECUALIAN JANGKA WAKTU
| INFORMASI DIBEUKA I}ITUEUP
Fasal 17 huruaf | Undang- Dapal mengganggu Menjaga objelktivitas Terbuka apabila ada

perintah pengadilan/
iembaga
pemerintahan secara
tertilis,

44

Data Bufferstock Logistik.

Informasi Penegakan Hukum

Pasal 17 hurul { Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tenting Keterbukaan
Informasi Pulilile

Dapat menimbulkan
penvalahsunaan data

a. Melindungt data dan
informosi torkait
ketersediaan
bufferstock; dan

b. Menpamankan proses
peoyvusunan kebijakan

4

. 1 Tahun; dan
‘b, Terbulka apabila

ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.

Fo

Berkas Benia Acara
Penyidikan yvang dilalculaan
oleh PPNS.

Pasal 17 hurufa Undang:
Undang Nemor 14 Tahun
2008 teatang Keterbulkaan
Informasi Publik.

Dapat mengganggu
proses penegakan
huloam.

Mehndung proses
penegakan hukum.

Sampai dengan
adanya putusan atas
penvidikan yang
dilalkeukan.

_Iﬂi'l..apnran Dugaan
| Penerimaan Graufikasi

47

Isi Laporan Hasil
Pengawasan.

Pasal 17 huruf a Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuksan
Informas: Pabhk

Dapat menggangeu
proses penegakan
hukuam,

Melindung! proses

penegakan hulourm,

| Bampal dengan

adunya pulusan @ias
pemnyidilkan vang
dilakulan.

|a. Pasal 17 hurufa anglha 1

dan 2 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbulkizan
Informasi Pulslik; dan

a. Menghambat proses
penyelidikan dan
penyidikan suatu
tindekan pidana; dan

[h. Dapat mengganggy

Melindungi proses

penegakan huloan.

Sammpal dengan
penyelidikan hasil
pengawasan sclesal




NO

INFORMASIL

DASAR HURKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA DITUTUP

JANGHA WAKTU

. Pasal 14 Aval (4)

Feraturan Gubernur
Provins: Daerah KEhusus
Ibukota Jekarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan
Masyvarakat, '

proses pﬁﬂﬂgﬁk&ﬂ
hurkam,

Isi Laporan Pengariuan
Pungutan Liar,

. Pasal 17 huril a anglea 1

dan 2 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbulkaan
Informasi Publik; dan

. Pasal 14 Aval (4)

Peraturan Gubernur
Provinsl Daerah Khusus
[buiketd Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 rentang
Penanganan Pengaduan
Masvarakat.

a, Menghambat proses:

Melindungi proses

penvelidikan dan penegalkan hukum.
penvidikan suatu
tindlakan pidana; dan

b, Dapat menggangsy
proses penegakan
hukum.

Sampail dengan
penvelidikan
pengaduan seicsal.

44

Dokumen Penjatithan
Hukuman Disiplin ASN,
terdiri dan:

1) Surat Usulnn atau
Pengantar dan SKFD;

2| Surat Panpgilan,

3) Surat Tupgas Pemeriksaan;

4| Berita Acara Pemeriksaan;
B) Laporan Hasil

Pemeriksaan;

. Pasal 17 hural b dan |

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Pulblik; dan

. Undang-Undang Nomaor 5

Fahun 2014 tentang
Aparatar Sipil Negara,

a. Melindungi proses
penegakan hukum;
dan

b, Melindungl rahasia
pribadi scscorang.

a. Menghambst proses
penyalidikan dan
penyidikan penegakan
hukum; dan

. Dapat membuka
miformasi prbadi
SCEOFang.

a. Terbuka apabila

mendapat
perseiujuEn
tertulis dari yang
bersangkutan; dan

b. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan
lembaga
pemerimtahan
secara tertulis.




INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA DITUTUP

JANGEA WAKTU

B) Motz Dinas Permohonan
Dispasis Penjatuban
Mukuman Disipling

7] Nota Dinas FPermohonan
Penandatanganan
Raneangan Kepufuesan
Gubernur tentang
Penjatuhan Hukuman
Disiplin;

8) Keputusan Gubernur
tenteng Pemjatuhan

~ Hulauman Disipliny;

9) Penyampaian Kepulibsan
Gubernur kepads SKPD
terkait; dan

| 10)Berita Acara Serah Terimia.

Dokumen Pongaduan
[Peleeehan Beksual), terdin
dari;

1) Laporan Pengaduan;

2] Informasi pelapor
pengaduan;

3} Inlormasi terlapor
pengaduan;

4) Bukti pengaduan;

5] Undangan Pangeilan
pemeriksaan dan/
permintaan kelerangan;

&) Surat tmdak langut

Pasal 17 huruf h dan i
Undang-Undang Nomar

14 Tahun 2008 tentang
keterbuikaan Informas
Publik;

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; dan
Suralt Edaran Gubernur

DKl Jakarta

Mo.7/SE/202] tentang

Pencepahan dan
Penanganan Tindakan
Pelecehan Seksual di

. Menghambat proses

. Dapil membula

a. Melindung: proses
penegakan hukum;
den

b. Mchndung rahasia
pribadi sescorang,

penyelidikan dan

penyidikan penegakan
hukum; dan

mformasi pribadi
SESOTATIE,

n Terbuka apabila

L.

mendapat
PEFSETUiIAN
tertulis dari vang .
bersangkutan, dan
Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
Secars tertulis,




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN
INFORMASI DIBUKA
pengzaduan; Lingkungan Ketja
7] Berita Acara Pemprov DKI Jakarta,

n

Pemeriksaan,/ Berita
Acara Klarifiltasi; dan
B} Laporan Hasil
Pemeriksaan/ Laparan
Hasil Permintaan
Keterangan.

DITUTUP

JANGKA WAKTU

| Surat panggilun Aparat

Penegak Hukum dan bult
dubkung vang sedang dalam
proses pencgakan hulourm.

Pasal 17 hurul a Undang-
Undang Nomor 14 Tabhun
2008 tentang Kelerbukaan
Informas Publik.

a. Menghambal proses

penyelidikan dan
penyidikan suatuy
tindakan pidana;

h. Dapal menggangeu
proses penegakan
hukum; dan

¢. Dapat menimbulksn
penyvalahsunaan dats
mformas: pribadi
EEEEEFH]II.E,_

a. Melindungi proses
penegakan
hukum;dan

b, Melindungj data dan
informasi pribadi.

Sumpii dengan
adammyn putusan atas
penvidikan yang

dilakukan.

Status huakum gedung dan
bangunan yang masih dalam
proses pengesahan dokumen

Pasal 17 haraf | Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Puhlik.

Dapat menimbulksn
penyalahgunaan date.

Melindung Keamanan
Data dan Informasi
Status Gedung dan
Bangunan,

Terbuka apabila ada
perintah pengadilan/
lembaga
pemerintahan secara
tertilis,




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEHUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

{ DITUTUP

JANGHA WAKTU

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

a. _]"JiEﬁHa'f_'lng]

33 | KonBgurasl jaTingan Pasal 17 Hurdl ¢ Undang- g. Dapat membahavakan Terbuka apabila ada
telekomunikasi balaikots dan | Undang Nomor 14 Tahun pertabanan dan pertahanan dan perintah/ izin tertulis
ramaH dinas, 2008 Tahun Keterbulkasn keamanan Negara; keamanan Negara; dari lambiaga

[nformasi Publik. dan 2an i pengadilar /
b. Dapat mengungkap b, Melindungi pemerintah.
raliasia strategl dan kershaniaan badan
persandian., publilk. '

54 | Infrastruktur Data Center a, Pasal 17 hurufj Undang- | Dapat memimbulkan Melindung:/ Terbukes apabila ada
Undang Nomor 14 Tahun | tindakan lonminal, mengamankan perangkat | perintah/ 1zin tertulis
2008 tentang Keterbukasn perusakan, dan dan data. darn lembaga
[nformas: Publik; pencurian data. pengaditan /

b, Pasal 30, Pasal 32 5.d. 37 pemerintah.
Undang-Urdenpg Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informast dan Transalksi
Elekironik; dan

c. Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016
tenitang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informas dan Transaksi
Elektromnilk. |

55 | Management server dan a. Pasal 17 humf j Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi/ Terbuka apabilg ada:

Operaling System

Undang Nomor 14 tahun
2008 wentang Keterbukaan
Informasl Publik;

b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37

tndakan kriminal,
perusalean, dan

| pengurian fata,
!

mengamankan perangkat
dan data.

perintall/ izin tertulis:
darl lembaga
pengadilan/




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN o = JANGKA WAKTU
INFORMAS! DIBUKA | DITUTUP
Undang-TIndasng Nomor pemerintah.
L] tahun 2008 tentang
Informmas dan Transalks:
Elektronilk: dan
¢. Pasal 31 Undang-Undang
Nomeor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomaor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transalksi
Elektronik,

56 | Lokasi Data Cenfer dan DRC. | Pasal 25 Undang-Undang Dapat menimbulkan Melindungi/ ia, Selama dats center
Nomor |11 Tahun 2008 tindakan kriminal, mengamankan perangkat masih digunakan;
tentang Informasi dan perusalean, dan dan data, dan
Transaksi Elektronik. pencurian data, b. Terbuka apabila

ada perntah/ 1xin
tertulis dari
lemibaga
pengadilan/
ptemerintah.

Lokasl Server.

Pasal 25 Undang-Undang
Numor L1 Tabiun 2008
tentang Informasi dan
Trunsaksi Elektronik.

la. Dapat menggangu

perlindungan hak atas
kekavaan intelektual;
dan

b Dapat memmbuikan
tndakan kriminal
([perusakan dan
penourisn duty).

g, Melindungi hak atas
kekayaan intslektual;
dan

B. Melindungl/ mengarma
nkan perangkat soria
dats,

&,

selama serer
masih digunalan;
dan

Terbulca apabila
ada penntiaby mm
tertulis dan
lembaga
pengadilan/
pemerintah,




DASAR HUKUM

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
| INFORMASI DIBUKA ‘ DITUTUP
58 | Internet Protocol / TP Address. (a. Pasal 17 huruf | Undang- | Dapal menimbulkan Menjega/melindung) hak | Terbuka apabila ada
Privdite. Undang Nomor 14 Tahun | pereobaan penerobosan/ | akses. periah/ ixin tertulis
2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaan hal dari lembaga
Informasi Publik; dan akees: pengadilan
b, Pasal 30 Undang-Undang pernerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasl dan
Traneaks! Elektronik.
59 | Bondundth Management, 2. Pasal 17 hurul ¢ Undang- | Dapat memmbullcan | Mengalur kestabilan Terbutka apabily ada
Unelang Nomaor 14 Tahun | terjadinya penggunaan bandwidth, | perintaly) 2o tertalis
2008 tentang Keterbukaan penyalahgunaan dari lembaga
Informas: Publik; dan kapasitas bandwidth di pengadilany
b, Pasal 30 Undang-Undang | jyar ketentuart, pemerintal.
Nomor 11 Tahun 2008
rentang Informas] dan
Transaksl Elektronik.
60 | Topolagi Jaringan Komputer | Pasal 17 hurul ¢ Undang- Drapal menimbulksan | Melimdungi / Terbuka apabila ada

[LAN, WAN).

61

Kode Akses Elektronik
(Password Aplikasi E-Gov
Pemprov DKI Jakarta).

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuksan
Informas: Publik.

Pasal 1 angka 16 Undang-
Undang Nomar 19 Tahun
2016 rentang Perubahan
alas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transakst
Elcktronik.

| Dapat menimbullkan

tindakan kriminal,
perusslan, dan
perRcunan dota.

terjadinva
penyalahgunaan oleh
pihak fain.

mengamankan peranghat
dan data.

perintah/ izn tertihs.
dan lembagn
nengadilan /

| pemerintah.

Metijaga keamanan Kode
Akses Elektronile.

Terbuka apabila ada
perintah/ izin tertulls
dari lembaga
pengadiian/
petnerintah,




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
62 | Sistem Management Database |a. Pasal 17 huraf ¢ dan Dapat menimbulkan | Menjasa kemanan Terbuka apabila ada
huruf j Undang-Undang terjadinya databasze. perintal/ ixin terculis

63

{Databose Web Saruar),

Momor 14 tabhon 2008
tentang Keterbulkaan
Irdormas Pubhk; dan

'b. Pasal | angka 16 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Womor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik,

penvalahgunaan oleh
pihalk lain.

dari lembaga
pengadilany
pemarintal.

Lokasi CCTV pada area Ring

i dan abyek vital lninnva.

Pas=al 17 horuf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun

| 2008 tentang

Keterbukaan Informasl
Publik.

Dapal membahayvakan
Keamanan Negeri.

I Melindung perlahanan

dan kamanan negara.

a. Selama CCTV

masth digunakan/
berlaku; dan

b, Terbuka apabila

ada perintah/ izin
iertulis dari
lembaga
pengadilan/
pemerintah,

i

Freleuensi Radio Trunking.

Pasal [7 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Infnrmasi Publik.

Dapal menimbulkan
gangguan dan alar
komunikasi lerpulus,

Meminimalisir ganggiian
frekuensi radio dan alur
komunikasi:

a. Selama frekuensl

radio masih
digunakan/
berlaku; dan

|b. Terbuks apabila

ada perintah/ 1zin
tortulis dan
lembaes
penpgadilan /




DASAR HURKUM

KONSERUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP |
B |  pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup
G5 | Data hasil analisa . Pasal 17 hurul b Undang- | Dapat mengungkapkan | Meniamun tidak Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Tabun | rahasia konsumen. torjadinya prakick mendapaEt

dan Udara Kensumen
{Pribad/ Perusahasn)
Laboratonum Linghkungan.

laboratorumeatas Sampeal Alr

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Sertifikat Laboratorium

Lingkungan Hidup Dacrah
Provingi DKI Jakarta Ko.
LP-126-1DN yang
ditetaplan tangeal 2
September 2019 dan
berlaku hingea |
September 2024,

persamgan usaba tdak
schat,

perselujuan tertulis
dar konsumen yang
bersangloaitan
(berdasarkan Pasal 18
Ayat (2) humf a
Undang-Undang
Momer 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik).




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN L= sodes o | JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP |

Informasi Aset

66 | Statas Hukum Tanah vang a. Undamg-Undang Nomor Dapal menimbulkan Melindungi Keamanan Terbuka apabila ada

terilirs atas: Nama Pemilik,

| Dasar Hukum Kepemilikan,

Lokasi, dan Lusas Tanah,

14 Tahun 2008 {enting
Kelerbukaan Informas
Publik:

b Pasal 24 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaltaran
Tanah; dan

¢, Pasal 191 avat (1) dan [2)
Peraturan Menter
Aprarin/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahyn 1997
tentang Ketentuan
Pelnksanaan Pernturan
Permenntah Momar 24
Tahun 1997 tentang
Pendaltaran Tanah.

penyalahgunann daty.

Data dan Informasi
Stalus Tanuh.

perintah pengadilan/
lemibiapa
pemerintabian secarn
tortulis:

Informasi Peta Objek Sarana

oy

Pets Utilitas Prasarana dan
Sarana Kola.

Pasal 17 hurt b Undang-
Undang Nomar 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informast Publik.

a. Dapat mengungkap
rahasia perusahaan;

k. Dapat menimbulkan
persaingan bisnis
tidak sehat; dan

Melindungt data dan
mformas) perusahaan,

a. 5 tahun; dan

b, Terbuka spabila
ada perintah
pengadilan /

lembaga




HO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHA WAKTU

¢, Dapal menimbulkan
gupatan darl pemilik
data yvang

pemarinmhﬂn
secara Lertulis.

T

Dokumen atau informasi

pemantauan situasi wilayah

vang lerdin dar:

1} Susunan/ Nama Anggota
Tom;

Pasal 17 huruf s Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukasn
Inlormasi Publik

Menpungkapkan
dokumen vang memuat
tenilang strateg,
intelijen dan operasi
vang dijalankan

intelijen dan operasi yang
dljalankan

bersargkutan.
68 | Peta hasil ukur dengan objek | Pasal 17 hurul c angka 4, | Dapat mengungkap Metindungi kerahasigan |a. 5 tehun; dan
| "Wital Negara'. Undang—LInim!g Nomor 14 instalasi objek vital objek vital negara. b. Tertuka apabils
Tahun 2008 lentang negara, ada perintah
Keterbukaan Informasi pengadilan/
Pubiile. lembaga
pémerintalian
secard Lertulis,
68 | Peta hasil ukur untuk a. Pasal |7 hural b Dapat merugikan Melindungi adanya & 5tahun; dan
keperluan rencana awal Undang-Undang Nomor ketahanan ckonarmi penyalahgimaan data b. Terbuka apabila
penjualan / pembelian 14 Tahun 2008 tentang nasional. pengadaan tanal, ada perintah
| tanab/properti oleh Keterbukaan Informasi pengadilan
Pemerintah. Pulilik; dan lembaga
b: Pasal 17 lraf e angka 4 pemerintubian
Undang-Undang Nomar secara tortulis,
14 Tahun 2008 tentang
Eeterbubkaan Informasi
Fublik
Informasi Intelijen dan Operasi -
| Melindungi strategl, a. 30 Tahun; dan

Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembeaga




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PEHGECU:[LI&H JANGHA WAKTU
INFORMAST DIBUKA DITUTUP
2} Surat Tugas/Mandat dan pemerintalian
instanst Peagirim; secara tertulis.
3) Lapeoran/Burat
Pelaksanaan Pemeantauan
Situasi Wilayah; dan
4] Nasksh/Dokumentasi
Rapat
71 | Dekumen/ Informasi Pasal 17 huarul'a Undang- Mengungkapkan Melindungi slrategi, 30 Tahun; dan
Penanganan Konllik Sosial, Undang Nomaor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang (b, Terbuka apabila
Lerditi dart 2008 tentang Keterbukaan Entang strateg, dijalankan ada perirtah
1) Susunan/Noma Anggotn Informasi Publik Intelijen dan operasi nengadilan/
Tirm; ¥ang Syslanikon lembiaga
2) Stirat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirim, secara terlulis,
3} Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Peranganan Konllik
Sosial, dan
4} Naskah/Dokumenlasi
Hipat
72 | Dokumen/Informasi Fasal 17 hurul a Undang- Menpungkapkan Melindungs strategi, . 30 Tahun; dan
Pemantauan Orang Asing, Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | inlelijen dan operasi vang |b, Terbuka apabila
Crganisasi M&@-aih_km Asing 2008 rentang Keterbukaan tentang straleg, dijalankan ada perintah
dan Tenaga Kerjs Asing, Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/
terdiri dari; yang dijalankan lembaga
pemerintahan

1) Susunan/Nama Anggota
Tirhy;

secarg larlulis,




DASAR HUKUM |
— INFORMAST FENGECTUALIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAG] PUBLIK JANGRA WARTT
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2] Surat Tugas/Mandal dari
Instans] Pengirim;
3] Laparan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Pemantauan Orang Asing,
Ormas Asing dan Tenaga
Kerja Asing; dan =~
4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
72 | Dokumen/informasi Cipla Pasal 17 huruf a Undang- Mengungkapkan Melindung strateg, a. 30 Tahun, dan
Kondisi, terdiri dari: Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi vang (b Terbula apabila
1) SusumanNuma Anzgota 2008 tentarg Keterbulkaan tentang strategm, dijalankan ada perintah
Pime Informasi Publik ]:_I'ltﬂﬂjl.‘._r_! dan operasi pengadilan /
2) Surat Tugas/Mandat dari yeng djalankan lembaga
Instansi Penglrim; pemerintahan
3} Laporan/Surat gecara lertulis.
Pelaksanaan Tugas Cipta
Kondisi; dan
4} Naskah/Dokumenlasi
| Rapat i o i
Informasi Teknis Bangunan Gedung
T4 |Informasi Kondisi Bangunan | Pasal 17 huraf | Undang- l e Dapat mengungkap Mebndung kerghastaan | & 5 lahun; dan
Gedung Pemerintah Daerah, | Undang Nomor 14 Tahun kandisi sarana dan proges pelaksanaan k. Terbuks apabila
2008 tentang Keterbukaan prasarana, serta data | perawatan/ ada perintah
Informasi Publik. detiil kerusakan pemelihargan oleh pengarilan /
gedung asel pemda pengguna bangonan lembaga
vang dapat gedung negara pernerintahan
MENEEATEE [WOSEs




DASAR HUKUM

KONSERUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

HO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMAS] DIBUKA DITUTUP
pengeungan sedung secara tertulis.
dan pelaksanaan
perawslan/ pemelihar
aan gedung: dan
. Papat menimbulksan
penvalahgunsan data
Informast objek
bangunan gedung
nEgars.

75 | Dokumen Persetujuan Pasal 17 hurul b dan . Dapat mengungkap Melindung! data dan . & tahurm
Rencans Teknis Bongkar / Undang-Undang Nomor |4 rehasia pribadi / informast pribadt atau . Terbuka apabila
Demolis: bangunan. Tahun 2008 tentang perusahasr, perusahaan, ada permrah

Keterbukaan Informasi - Dapat menimbulkan pengadilan/
Publik. penvalahgunszan data lembaga
Informasi pribadi / pemerintahan
perusshaan; dan secara tertulis; dan
. Papat menimbualkan
gigatan dart pemilik . Terbuka apabila
data yang mendagut
hersangkutan. perseiyuan
' ' tertulis dari yvang
- bersangkutan.
76 | Dokurmnen dan kajian teknis Pasal 17 huruf h dan i . Dapat mengunghkap Melindung data dan . B tahun;
Hasil Survei Bangunan, Undang-Undang Nomor 14 rahasia pribadi / informasi pribadi atau . Terbuka apabila
Tahur 2008 tentang perusaliaar; perusahaarn. ada petintah
Keterbulaan Informasi - Dapatmenimbulkan pengardilan/
Publile penyalahgunaan data lembagu
iﬂ ﬁjrnlﬂﬂi pr|bﬂdl II;I ]:lt!mt'ﬂrl tahan

perusahaan; dan

. Dapat menmmbulkan

sécara tertulis; dan

. Terbuka apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

penvalahgunann

b. Melindungi data dan

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
gugatan dari pem]-i-i.k_ mendapat
data yang persetijuian
bersangkuran. tertulis dari vang
bersangkutan
77 | Data Teknis Bangunar Pasal 17 hurufl b Undang- a. Menpungkap kondisi | a. Mengamankan hak . o tahun;
Gedung yang terdin dari Undang Nomor 14 Tahun serana dan atas kekayaan . Terbuka apabila
Teknis arsitektural, struktur | 2008 tentung Keterbukaan prasarana, serta data intelektual dan ada perintah
dan mekanikal elektrikal. Informasi Publik. tetal] bangunan menghindar pengadilan/
gzdung yang dapat persaingan usahg lembagn
menimbuliian tidak sehat; dan A
penvalabgunaan b. Melindung: data dan E:S;_::lm A
informasi detnil teknis informasi pribedi e
Barigunss godung: Terbuka apabila
b Dapat berpontesi T”'—'“dﬂf‘{'“‘
menimbulkan persetujuan
sugatan dan pemilile lertulls dari yang
hﬁng;maﬂ Eg&ung; hcra'angk_mm&.
dan
¢. Dapat mengeanggul
kepentingan
periindurgan hak
atas kekavaan
_____ o intelekrual
78 | Dokumen Hasil Kajian Fasal 17 huruf b dan i a. Menpunpkap kondisi | a. Mengamankan hak . 5 tehum;
Pertelzan. Undang-Undang Nomor 14 saranda dan atas kelavaan . Terbuks apabila
Tahun 2008 tentang prasarana, géria dala mtalektual dan gda perntah
Keterbvikaan Informasi :lr._:éail hﬂni‘-‘“{:‘;‘ X ;ncﬂ-ghin_ﬁari - pengadilan/
' EFAUNE yang dapa Ersaingan usa i
Rk menimbulkan tidak zehat: dan lemnga

pemerintahan




Publik.

kepentingan
perlindungan hak

DASAR HUKUM SERKUENSI IMBAN BLIK
NO INFORMASI PENGECUALIAN i {ERRI, Qan-Bng FU JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
mformas detaill eknis informasi pribadi secara tertulis; dan
bangunan gedurg; . Terbuka-apabila
= Dﬂ-]’-“ﬂt hl‘-ll'_FlﬂIﬂEEi .['IlE'IId.EPHt
memimbulken persctujuarn
glgatin dari pemilil tertulis dari vang
b.jngunﬂ.u gedung; bersanghktitan.
dan
¢. Dapat menggangpu
kepentingan
perlindungan hal
atas kekayaan
intelekiusl
Informasi Keuangan
70 | Dokumen SPJ Keusngan - Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapat menimbulltan | a. Mengamankan hak . Terbuka sampai
yang belum di audit. WUndang Nomor |4 Tahun patensi Alas kekayaan Audit Keuangan
2008 tentang penyalahgunaan alch intelektual dan Selesai; dan
Keterbukaan Informast pihak-pihak yang meng]rui.'lf:liari . Terbuka apabila
Publiy; tidak berwenang, persamgan cgaha ada perintah
. Padal 17 I:IUFUJ-I'! Eng].m d . DH.I'JE:[ menimbulkan ndﬂ}f SEhEL'lI:', dan penga il ||'r
Undang-Undang Nemor e abig b. Melindungi data dan it
14 Talun 2008 tentang PRITHEGES B2 informasi pribadi Ba
Eeterbukeaan Informasi yang lidak sehat; pomerintahan
Publik; ' c. Dapat menimbulkan secara tertulis,
o Pasal 17 hurul | Undang- Pﬂn?a]ﬂh_g“rfﬂmldﬂtﬂ
Undang Nomor 14 Tahun informas pribadi
2008 tentang seseqrang; dan
Kemrhukaan Informast . Dapat mengganggu




DABAR HUKUM

H\_ﬁHEER'DEHEI' / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

JANGKA WAKTU

NO INFORMASI PENGECUALIAN
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
oias kekayaan
intelektual.

80 | Surat Pengesahar Pasal 17 hurul i Undarig- Dapat menimbulkan |'ﬂ. Menghindari a. 10 tahun; dan
Fendapatan Belanja dan Undang Momor 14 Tahun penyvelahgunazn data. penvalahgunaan b. Terbuka apabila
Pemblayaan (SP2BP) Badan | 2008 tentang Keterbukaan nformasi; mda perintah

| Layansn Umum Daérah Infarmasi Publik, b Menghindari pengadilan /

| [BLUD),

kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan informas:;, dan

. Menjaga kealuratan

data dan informas)

lemhba EEL
pem erintaban
secara tertulis:

Bl | Surat Perintah Pehcairan Fasal 17 huruf 1 Undang- Dapat memmbulkan a Menghmdari a. 10 tabun; dan
Dana (SP2D). Undang Nomar 14 Tahun penyalahgunaan data. penvalahgunaan b, Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan informasi; ‘ada perintab
Informasi Publik. b, Menghindari pengadilan/’
kekeliruan dalam Jembaga

pendistribusian data
dan irformeas:; dan
Memjaga kealuratan
data dan informas

Surat Penyediaan Dana Pasal 17 hurul 1 Undang- Dapal memmbulken a. Menghindari
Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data., pervalaligunaan
2008 tentang Keterbukaan informasi;
Informasi Publik, b. Menghindari

kekeliruan dalam
pendistribusian data
dan mmiormas; dan
Menjaga keakuratan
dila dan informasi

o

pemerintahan
secara rertulis.

10 takun; dan
Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan /
lembags
pemerintshan
secara tertulis.




KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
83 | Lepgoran E{Euengan a. Pasal 17 hurufl b Undang- | a. Dapat menimbulkan | a; Mengamankan hak &
Pemerintah Provinsi DKL Undang Nomor 14 Tahun potensi atas kekayaan

Jukaria vang belum diaudit

oléh BPI.

2008 tentang
Keterbukasan Informas:
Publik;

b, Pasal 17 hurul b angks 3

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 Entang
Keterbukaan Infarmasi
Pubiik;

2008 tentang
Reterbukaan Informasi
Puhlik

Pasal 17 haruf i1 Undang-
Lindang Nomor 14 Tahun

penvalahgunaan olch
prhak-pthak yang
tidak berwenang;

b. Dapal menimbulkean
persaingan usaha
vamg Lidak schat;

c. Dapat menimbullsn
penyvalahpunasn data
Informasi pribadi
seseorang; dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan '
perlindungan hak
atas kekayaan
intelekiual

intelektual dan
menghindari
perzaingan usaha
tidak sehat: dan

b, Melindungl data dan
infirmasi pribadi

JANGHEA WAKTU

. Terbuka apabila

hasil audit sudah
di tetaplkan melalud
Peraturan Dacrah)
dan

. Terhika apabila

ada perintah
pengadllanf
lembaga:
pemerintahan
secara lertulis.

i

84

Rincian Perjatjian Pinjaman
Daerah kepadsa Pomerintah
Pusat atan lenthaza
keuangan [ain.

Pasal 17 hurul i Undang-
Undang Namor 14 Tahun
2008 {entang Keterbukasn
miormas: Pubiik.

a M engamankan

keraligsiasn dan
ksamanan informasi
VANG MUNEK ekl
dengarn provek atau
kebijakan pemerinlah
dacral;

b. Dapat mempengaruhi

negosiasl dan strategl
pemeriniah dalam
kesepakatan pinjaman
mendatang: dan

Melindung pelaksanoan
kebijalean kouwsngan
daerah.

Terbuka sampat
masa perjanjian
pinjaman selesa;;
darn

Terbuka apabila
ada perinteh
pengadilan /
lembugs
pemeriniahan
gecara lertulis,




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN aknes JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
¢. Dapat mempengaruhi
kesulksesan / keberhasil

an kebuyakan karens
pengungkapan terlalu
dini

Informasi Proses Perizinan

5

"J_-Z!n_:i]-'r'.'ﬁm_é;.n perEvaratan
administrasi dan el
perinan/ nonperiznan.,

Pasal 17 hurul b, hurufl g,
dan huruf b Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

u, Dapat menghambat
proscs penerbitan =z

b, Dapat menimbullan
penyaiahgunaan data
informsasi pribadi; dan

o, Dapat memmbulkan

gupgatan dan pemilik
date yang

hersanglkutan.

BH

Dokumen Persvaratan pada

Dokumen Ardip Perizmen

Ruang dan bangunsn yang

mehipul ;

1) lzin Meondirikan Bangunan
(IME},

2] Sertifikat Laile Fungsi
{SLF);

31 Kelavakan Menggunakan

Pasal 17 hundf H Undang-
Lindang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publiic.

& Dapat menghambat
proses pendrbitan
FiTa

b. Dapat menimbulkan
penyalshpuninn dits
informusi pribudi; dan

c. Dapat mommmbullean
gugatan dari pemilik
data vang

a. Menjaga objektivitas
hasi] penclitinn dan
penilaian perizinan;
day

b. Melindungi data dan
miormag pribadi,

Ta. Ma:n]iagla dﬂj&hﬁuiﬁaa-

hasil penelitdan dan
penilgian perizinan;
dan

b, Melimdungi dath dan
informasi pribadi.

Terbuka npabila;

a. ada igin dari
poemohon
perizinan;

br. ada permintaan/
perntah dard
aparat penegak
hukuam; dan

0. ada perintahy izin
tertulis dan
lermmbaga
pengadilan/

a. 5 tahun; dan

b, Terbuka apablla
ada izin darl
pemohon
perizinan,

c. Terbuka apabila
ada pormmntaan/
perintah dari
aparat pensgak




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

_ Ea“ﬁ'g{man {KMEB); bersanghkitan, hulaam; dam

4} lzin Penggunaan . Terbuka apuablla
Bangunan (IPB); ada perintah

5] Koterangan Selesal pengadilan /
Membangun (ESM); lembaga

&) lzin Pendahuluan (IP}; pemermtahan

7} lzin Pondas); [zin Pelaku secarn tortulis,
Teknis Bangunan (IPTB);

H) Izin Perpanjangan
Pengeunaan Banpgunan
(IPFB]. _—

87 | Dokumen Persyaratan pada | Pasal 17 hurufl h Undang- . Dapat menghambear a. Menjaga ohjektivitas: |a. 5 tahun; dan
Dokuwmen Permaohonan Undang Nomor 14 Tahun proses penerbrtan hasi] penelitian dan b Terbuka apabila
Legalisir/Salinan Perizinan. | 2008 Lentang Keterbukaan 1zZin penilaian perizinan; ada izin dari

Informeast Publilk. b. Dapat menimbulkan dan pemohon
penvalahgunaan data | b. Melindungi data dan periziran;
informasi pribady; dan mformeasi pribadi. c. Terbuka apabila

o, Dampat menimbulkan ada permintaan;
gugatan dari pemilik pernntsh dan
data vang aparnt penegak
bersanglutan. hukum; dan
d. Terbuka apamla
ada perintah
pengadilan /
iembaga
pemerintahan

secara tertulis.




DASAR HUKUM

HONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI FENGECUALIARN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses

B8 | Dralt Naskah Rancangan ' a. Pasal & aval (3) haruf e [rapat menvebablan . Menghindari Terbuka apabiia
Regulas]/ Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor pendistribusian data dan penyalahgunaan sudah memasulki
vang belum disahian, 14 Tahun 2008 tentang | informasi yang tidak ~informasi; tahap Konsultasi

Kerribastesnin Fnlorivisai vald atau tidak tepat d. Menghindar Publik
Publilk; keleclirian dalam

b. Pasal 17 huruf [ dan j E‘ﬂ“"—'lm‘};hﬂ;’;;*“dgim
Undang-Undang Namor . Mt‘?ljl?gﬂ e u]-::J.mtan
14 Tahun 2008 tehlang ) date-tany informesi
Keterbukaan Informasi
Pliblik;

89 | Dralt Sural Perjanjian Kerfa | Pasal 17 huruf | Undang- Dapat menyebabkan a. Menghindarl Terbuka apabila
Sama yanp masih dalam Undang Momor 14 Tahun pendistribusian data dan pervalahgunaan Surat Perjanjian Kerja
prosus, 2008 tentang Keterbukaan mformasi yang fidak informasi; Sama selesai

Informaski Publik. valid atau tidak topat. b Menghindarm ditandatangan: olch
keleeliruan dalam kedus belah pibak

Informasi Pengadaan B;a:ug dan Jazga

pendistrbusian duln

dan informasi; dan
¢, Menjaga keakuratan

data dan inlormaszi

g0

Dakumen Pesawaran Tekris.

Pasal 17 hurmil b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tenlang Keterbitkaan
Informasi Publik.

|a. Dapat menimbulkan |a. Mengamanlkan hak

potens atas kekayaan
penyvalahgunaan aleh inu:h:l-:!_;ua] dan
pihak-pihalk vang m:ng!imdﬂn .
i tang; PUTSAINEAD US
itk Derwenang tidale sehat; dan

b, Dapat menmmbulkan b, Melindungi data dan

a. 5 tahuni dan

b, Terbuka apabila
ada perintzh
pengadilan/
lembaga
pemerintaghan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
THNFORMAST DIBUKA DITUTUP
PCrSEIngan usaha miormeas: pribads secars tortulis,
vang tidak sehat;

Rapat menunbulkan
penyalahgpunaan data
informasi pribadi
sescorang; dan

. Dapal menggangei

Kepentmgan
perlindungan hak
atas kekavaan
intelektual

Gambar/Desain pada
Lampiran Kontral,

Fasal 17 huruf b Undang-
Undang Namar 14 Tahun
A008 tentang Keterbulkaan
Infarmeasl Publile

Diapat menmmbullkan
potensi
penyalahgumaan olch
plhak-pihak vang
tidak berwenang;

. Dapat menimbulkan

persaingan usaha
vanig lidak sehual; dan
Dapal mengpungey
kepentingan
perindungan hak
atas kekayaan
intelektual.

Menpamankan hak aliss
keleysan intelektunl dan
menghindan persaingan
usala tidak sehat.

#. b tahum; dan

b.

Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembags
pemerintahan
gecara tertulis.

92

Dokumen Legalitas Penyedia,

terdiri dari:
1) Akta Perusahaan; dan

Pasal 17 huruf b Undang-
Lindang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kelerbulaan

Dapat menimibulian

potensi
penyalahgunann aleh
pihak-pitak yang

Merngamankan hak atas
kekavaan intelektual dan
menghindar persaingan
usaha tidak sehart.

Lo

3 tnhun; dan
Terbuks apabila
pengadilan/




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
—E]JIEﬂ'iﬁiaruEEhanﬁ Informeas]- Publik. tidak borwenang; lemibaga
b. Dapat menimbutkan pomerintahan
persaingan usahs secara tertulis,
yvang tidak sehat; dan
c. Dapat menggangirn
kepentingan
perlindungan hak
atas Kekavaan
intelelktual.
93 | Informasi vang belum Pasal 6 -Avat (3) huruf ¢ Dapat menyebabkan . Menghindar Ticdalk terbatas
dilcuasai atat Undang-Undang Nomor 14 pendisiribusian data dan penyvalahpunaan
didokumeritasikan, Tzhun 2008 tentang informasi yang tidak informas;
Keterbukaan Informasi valid a1au tidak 1epat. b Menghindari
Publik. kekeliruan dalam
pendistibusian data
dan informasi; dan
¢. Menjaga keakuratan
data dan informasi.

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASLINFORMATIKA DAN
STATISTIK FROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
PROVINSI DAEREH_RHEJE Va IBUKOTAJAKARTA,

S
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